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Tesisini membahas mengenai implikas yuridis perjanjian perkawinan yang dibuat dalam proses kepailitan
berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitust Nomor 69/PUU-X111-2015, serta peranan Notaris dalam
pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung postnuptial agreement serta
akibatnya bagi pihak ketiga. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif.
Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitust Nomor 69/PUU-X111-2015, pasangan harus mengajukan
tuntutan ke pengadilan berupa pemisahan harta kekayaan sepanjang perkawinan dengan alasan yang
limitatif sebagaimana diatur pada Pasal 186 KUHPerdata, sedangkan setelah adanya Putusan Mahkamah
Konstitusi tersebut, pasangan suami isteri tidak memerlukan suatu alasan tertentu untuk membuat perjanjian
perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung postnuptial agreement . Putusan Mahkamah
Konstitust Nomor 69/PUU-X111-2015 memberi tafsir konstitusional terhadap Pasal 29 Ayat 1, 3, dan 4
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan memperluas makna perjanjian perkawinan
sehingga perjanjian perkawinan tak lagi dimaknai hanya sebagai perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan
prenuptial agreement tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung postnuptial agreement . Hal ini
kemudian dapat berdampak pada dimungkinnya seseorang pasangan suami isteri yang dalam proses
kepailitan untuk membuat perjanjian perkawinan yang kemudian merugikan pihak ketiga.

<hr /><i>Thisthesis discusses the juridical implications of marriage agreements made in the bankruptcy
proceedings in relation to the decision of the Constitutional Court Number 69 PUU XI11 2015, as well asthe
role of Notary in the making of marriage agreements made after the postnuptial agreement and its
consequences for third parties. The research method used in this thesisis normative juridical. Prior to the
Ruling of the Constitutional Court Number 69 PUU X111 2015, couples must file alawsuit in the form of
separation of property throughout the marriage for the limitative reason as provided for in Article 186 of the
Civil Code, whereas after the Constitutional Court ruling, married couples do not require a particular reason
for making a marriage agreement made after marriage takes place postnuptial agreement . Decision of the
Constitutional Court Number 69 PUU X111 2015 provides a constitutional interpretation of Article 29
Paragraph 1, 3, and 4 Law no. 1 Year 1974 on Marriage by extending the meaning of the marriage
agreement so that the marriage agreement is no longer interpreted only as a contract made before the
marriage prenuptial agreement but also can be made after the marriage took place postnuptial agreement .
This can then have an impact on the possibility of a married couple who are in bankruptcy process to make a
marriage agreement that then harms the third party.</i>
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